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Abstract
This study attempts to know and understand more in-depth on the implementation of the for granting the right 
of the study showed that the implementation of the warranting state-owned land title and its registration, 
especially in  
in some obstacles in the implementation of warranting state-owned land title and its registration in the 
and juridically, 1)Their level of understanding low from the community who lived on top of state land, 2)
Lack of the completeness of data of the applicant good data physical or data from juridical, 3)The existence 
of charges outside the money that has been determined by the government,4)The occurrence of disputes of 
these problems the solution is 1) There should have been counseling effectively, 2) Check and examined the 
completeness of data juridical and data physical, 3) provide directives,4)Held the mediation deliberation,5)
Adding personnel measuring have licensed
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang pelaksanaan pelaksanaan 
didasarkan dari hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hak 
 di Kantor Pertanahan Kota Surakarta belum terlaksana 
telah
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Kata Kunci
A. Pendahuluan
kehidupan manusia. Segala aktivitas manusia 
tidak dapat dilepaskan dari keberadaan 
tanah sebab tanah merupakan tempat bagi 
manusia untuk menjalani dan melanjutkan 
manusia membutuhkan tanah sebagai tempat 
beraktivitas dan mencari penghidupan, 
maka hubungan manusia dan tanah adalah 
 Jurnal Analisis 
CSIS
“sedhumuk bathuk, senyari bumi, dibelani 
nganti tumekaning pati  Jurnal 
Prisma
seluas jidat atau seukuran jari, akan tetap 
penghabisan. Manusia mendirikan bangunan 
diatas tanah untuk digunakan sebagai tempat 
tinggal atau bekerja. Kebutuhan tanah dewasa 
tanah bagi kepentingan umum sangat penting 
sehingga orang-orang maupun badan hukum 
atas tanah tersebut.(  Jurnal 
Ilmu Hukum
Hak menguasai tanah oleh Negara dapat 
diartikan bahwa negara dapat memberikan  tanah 
kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu 
Bangunan dan  Hak Pakai. Menurut Muhammad 
 “Penguasaan tanah oleh Negara dibedakan atas 
Kewenangan  pemerintah  untuk  mengatur 
pemanfaatan  tanah  berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan di bidang pertanahan. Pasal 
landasan kebijakan di bidang pertanahan di Indonesia 
Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (untuk 
tanah dengan kebutuhan akan tanah itu, telah 
tentang penguasaan dan penggunaaan tanah, 
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan 
-lain. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 
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hukum.
Penggunaan istilah tanah negara bermula 
pada zaman Hindia Belanda. sesuai dengan konsep 
hubungan antara penguasa  (Pemerintah Hindia 
negara. Lebih lanjut, dalam konsep domein  negara 
tersebut, maka tanah–tanah hak milik adat disebut 
sebagai tanah negara tidak bebas/onvrij lanidomein 
(karena sudah dilekati dengan suatu hak), tetapi di 
sebagai tanah Negara bebas/virj  landidomein. Dalam 
perkembangan, penguasaan tanah-tanah Negara 
karena peraturan pemerintah ini terbit sebelum 
domein tersebut di atas.
Hak menguasai Negara itu meliputi semua bumi, 
langsung dikuasai oleh Negara. Jadi “tanah negara 
dimiliki oleh suatu  badan/instansi Pemerintah, 
adalah tanah negara pula, tetapi sudah diberikan dan 
Proses pendaftaran tanah, dilakukan melalui 
hak. Dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan 
oleh  Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan 
Hasil dari proses pendaftaran tanah, kepada 
Sehubungan dengan hal ini, maka ditetapkan 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 
tersebut diharapkan agar lebih mengarah pada catur 
tertib di bidang pertanahan
Berdasarkan masalah sebagaimana dikemukakan 
di atas, maka dari itu dalam artikel ini akandibahas 
mengenai hambatan-hambatan serta solusi-solusi 
milik atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta tersebut.
B. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan 
mengumpulkan, mengembangkan, atau menguji 
digunakan dalam penelitian hukum ini termasuk 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala- gejala 
menggunakan pendekatan Perundang-undangan 
dan Pendekatan Konseptual. Penulisan hukum ini 
menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan 
fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
Pendekatan Konseptual ini beranjak dari pandangan-
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didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi 
penting, sebab pemahaman terhadap pandangan/
menjadi pijakan untuk membangun argumentasi 
dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas 
ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian 
relevan dengan permasalahan.. Dalam penulisan 
langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan 
wawancara atau studi lapangan secara langsung 
dalam penelitian ini, sementara data sekunder 
kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai 
digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data 
primer dan sumber data sekunder, sumber data primer 
penelitian sedangkan sumber data sekunder adalah 
perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan 
sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan 
penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan 
primer menggunakan cara wawancara sementara 
teknik pengumpulan data sekunder menggunakan 
digunakan dalam penulisan ini adalah analisis 
induktif, Logika berfikir secara induktif dalam 
penulisan adalah melakukan penelitian dengan 
tanpa mendasarkan pada suatu teori terlebih dahulu.
kemudian dilakukan pengamatan secara terfokus 
dan wawancara.Hasil pengamatan dan wawancara 
dicatat dengan detail, rinci, dan lengkap.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Proses Pemberian Hak Milik 
atas Tanah Negara
Dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran 
tanah pertama kali, dalam hal ini adalah 
Adapun prosedur pemberian hak milik 
atas tanah negara menurut Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Negara dan Hak pengelolaan antara lain :
a. Permohonan diajukan secara tertulis secara 
massal kepada apabila diwakilkan dalam 
hal ini memberikan surat kuasa kepada 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
b. Permohonan tersebut memuat :
Keterangan mengenai identitas 
nama, umur, kewarganegaraan,tempat 
keterangan mengenai istri/suami 
girik, surat kapling, surat-surat bukti 
pelepasan hak dan pelunasan tanah dan 
Pemerintah, putusan pengadilan, akta 
d. Setelah berkas permohonan tersebut 
diterima, maka Kepala Kantor Pertanahan :
Memeriksa dan meneliti kelengkapan 
Mencatat dalam formulir isian sesuai 
ketentuan; memberikan tanda terima 
berkas  permohonan formulir isian 
Memberitahukan kepada pemohon 
-
-
dengan ketentuan peraturan perun-
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memerintahkan kepada Kepala Seksi Hak 
memeriksa permohonan hak terhadap tanah 
penelitian tanah memeriksa permohonan 
dalam berita acara. Panitia pemeriksaan 
tanah A memeriksa permohonan hak selain 
d. Dalam hal keputusan pemberian hak 
milik telah dilimpahkan kepada kepala 
Kantor  per tanahan,  maka sete lah 
mempertimbangkan pendapat dari Kepala 
Pertanahan akan menerbitkan keputusan 
e. Dalam hal keputusan pemberian hak 
tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor 
Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan 
permohonan tersebut kepada Kepala Kantor 
f. Setelah menerima berkas permohonan 
dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala 
memeriksa dan meneliti kelengkapan 
belum lengkap segera meminta Kepala 
g. Dalam hal keputusan pemberian hak 
tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor 
tersebut kepada Menteri disertai pendapat 
h. Setelah menerima berkas permohonan 
Menteri memerintahkan kepada pejabat 
dengan memeperhatikan pendapat dan 
kemudian Menteri menerbitkan Keputusan 
i. Keputusan Pemberian Hak atau Keputusan 
Penolakan disampaikan kepada pemohon 
melalui surat tercatat atau dengan cara 
2. Hambatan-hambatan yang Muncul Dalam 
Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik 
atas Tanah Negara di Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta.
pada saat proses pendaftaran ham milik atas 
tanah negara.
Dalam pelaksanaan proses pendaftaran 
tanah, baik pendaftaran tanah untuk pertama 
kali maupun pemeliharaan data pendaftaran 
tanah, pemahaman mengenai bagaimana 
pendaftaran tanah juga memegang peranan 
itu sendiri. Dalam hal ini pemberian hak 
milik atas tanah negara bahwa sebagian 
besar pemohon atas tanah negara tidak 
Menurut mereka hal tersebut tidaklah 
hal berikut:
Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
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mengenai Pemberian hak milik atas 
hal  mengenai Proses pendaftaran 
pemberian hak milik atas tanah negara;
pemberian hak milik atas tanah 
negara sehingga membuat pemohon 
kebingungan;
Kota Surakarta merubah peraturan 
sidang tanah negara dan tidak ada 
Pertanahan menunda dalam pengerjaan 
.
Waktu awal pemberkasan sebelum 
berkas masuk ke Kantor Pertanahan Kota 
di mohon menjadi sertipikat tanah hak 
memiliki surat penguasaan fisik atas 
sertipikat hak milik.
menghambat dari Kantor Pertanahan 
dan berdampak Menunda-nunda suatu 
dikenankan untuk pemasukan kas negara 
dengan berbagai macam alasan.
untuk pemasukan kas Negara. Pemohon 
akan diserahkan kepada kas negara. 
Dari Kantor Pertanahan setempat akan 
kepada negara, apabila dana sudah keluar 
maka permohonan tersebut diproses 
telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan 
berbagai macam alasan pegawai atau 
tambahan agar dalam pembuatan gambar 
berhubungan dengan mental dari pegawai 
itu sendiri
dimohon dapat diselesaikan dengan cara 
Pertanahan dapat menjadi penengah 
sengketa tersebut. Sengketa terjadi apabila 
diselesaikan maka permohonan tersebut 
sertipikat.
tidak Memadai
 Di Kantor Pertanahan Kota 
orang petugas ukur, dimana petugas ukur 
tersebut akan secara bergantian melakukan 
permohonan hak milik atas tanah negara. 
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SDM Pegawai Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta adalah sistem rotasi dan mutasi 
Pertanahan Kota Surakarta dan/atau rotasi 
antar seksi dalam Kantor Pertanahan 
Pertanahan Kota Surakarta mengalami 
pegawai cakap dari segi keilmuan untuk 
D. Simpulan
Berdasarkan uraian materi pembahasan 
sendiri untuk proses permohonan akan tetapi 
karena dalam kasus ini pemohon mewakilkan 
permohonan pensertipikatan tanah dengan 
perolehan tanah, kemudian dimintakan surat 
bebas sangketa dari kelurahan. Setelah itu 
permohonan diajukan kepada seksi Hak Atas 
pendaftaran, pemetaan bidang-bidang tanah 
dan pembuatan peta pendaftaran, setelah 
pengecekan lapangan selesai, dibuat risalah 
pemeriksaan oleh panita. Setelah melalui proses 
atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kota 
muncul:
karena malas.
dikenankan untuk pemasukan kas negara 
dengan berbagai macam alasan.
petugas ukur Kantor Pertanahan Kota 
E. Saran
oleh penulis sehubungan dengan permasalahan 
akan menguraikan pula beberapa saran sehubungan 
Pertanahan Nasional (Kementerian Agraria dan 
pengawasan kepada pegawai Kantor Pertanahan 
sehingga diharapkan dapat menciptakan 
kepastian hukum mengenai jangka waktu 
pendaftaran hak milik atas tanah negara di Kota 
Surakarta.
disarankan untuk melakukan koreksi secara 
pendaftaran hak milik atas tanah negara, dimulai 
belit dan tidak sesuai dengan peraturan, sehingga 
 menghapus 
dan menghilangkan pungutan liar oleh para 
pegawai Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
 sesuaikan 
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3. Dalam rangka menjamin perlindungan 
hukum terhadap hak-hak warganegara, Badan 
Pertanahan Nasional sebagai pelaksana 
secara tertib terhadap Peraturan perundang-
undangan,sehingga jika terjadi sengketa dapat 
diselesaikan dengan cepat tanpa menimbulkan 
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